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INTISARI

Untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang
melakukan perjanjian kredit dengan menjaminkan suatu hak atas tanah, maka
Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Npmor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan tersebut mulai dilaksanakan di Kantor
Pertanahan Kota Palembang sejak 9 April 1996 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kantor Pertanahan Kota Palembang selama tahun 1997, 1998 dan 1999
menerbitkan sertpikat hak tanggungan sebanyak 2268, 691, dan 480 buah sertipikat
hak tanggungan. Hal tersebut menunjukan telah terjadi penurunan jumlah penerbitan
sertipikat hak tanggungan, pada tahun 1998 sebesar 69,53 % dan tahun 1999 sebesar
78,84 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor seiring dengan perkembangan
perekonomian nasional danperekonomian regional di kotaPalembang.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerbitan
sertipikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang maka penelitian ini
mengambil data jumlah setipikat hak tanggungan yang diterbitkan Kantor Pertanahan
Kota Palembang, fluktuasi suku bunga kredit bank dari Bank Indonesia berdasarkan
suku bunga rata-rata tertimbang, fluktuasi nilai tukar rupiah dan laju inflasi selama
kurun waktu tahun 1997 s/d 1999.

Untuk mengetahui pengaruh dan besamya sumbangan antara jumlah
penerbitan sertipikat hak tanggungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya
digunakan Teknik Analisis Regresi Berganda, sedangkan untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh / signifikan tersebut dilaksanakan Uji Keseluruhan (SignifF) dan Uji
Peran Parsial (T-Test). Masing-masing teknik analisis dilakukan dengan komputer
program SPSS (Statistic Packagefor SocialScience) for Window MetodeEnter.

Dari analisis tersebut diperoleh dari faktor-faktor yang diperkirakan
berpengaruh secara nyata terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan yaitu
meliputi fluktuasi suku bunga kredit bank dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Selain
faktor-faktor yang berperan nyata tersebut terdapat 1 faktor yang tidak berpengaruh
secaranyata terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan yaitu laju inflasi.

Dari kedua varaibel tersebut menunjukan peran negatif. Dengan demikian
hipotesis kerja (Hk) yang diterima adalah :
1. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang berlaku maka semakin berkurang

sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan;
2. Semakin lemah nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika maka semakin

berkurang sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan.
Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap jumlah

penerbitan sertipikat hak tanggungan yaitu laju inflasi, dengan demikian hipotesis
kerja (Hk) ditolak. Sumbangan faktor-faktor diatas secara keseluruhan terhadap

r-l A A/ _ _ J 1 r\S -A/



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai salah satu sumberdaya alam dan merupakan komponen

lingkungan hidup dalam kedudukannya mempunyai peranan yang sangat penting

bagi kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya dimuka bumi ini,

karena di atas tanahlah manusia dan mahluk hidup dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya dan melaksanakan berbagai kegiatan usaha danpembangunan.

Dalam hal ini Sandy dalamKainda(1999 : 1)berpendapat:

Tanah sebagai komponen lingkungan hidup merupakan wahana bagi
kelangsungan hidup manusia baik sebagai tempat tinggal maupun tempat
usaha, untuk mendukung berbagai bahan tambang yang kesemuanya
diperlukan olehmanusia dalam kelangsungan hidupnya.

Kedudukan tanah dalam kehidupan manusia demikian pentingnya sehingga

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwabumi, air dan kekayaan alam

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembangunan nasional yang sangat pesat dewasa ini khususnya

pembangunan di bidang ekonomi, yang dilaksanakan baik oleh pemerintah,

swasta maupun perorangan dalam pelaksanaannya diperlukan tersedianya dana

yang memadai, dimana salah satu cara penyediaan dana tersebut adalah melalui

nerkreditan.



Kegiatan di bidang perkreditan yang diperkirakan akan semakin meningkat,

dalam proses realisasinya tidak hanya melibatkan satu pihak saja tetapi beberapa

pihak yaitu kreditor, debitor serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan

sistem tersebut, sehingga kepentingan berbagai pihak tersebut perlu diperhatikan

dan yang sangat penting adalah terciptanya kepastian dan perlindungan hukum.

Guna memberikan jaminan keamanan dalam kegiatan perkreditan terutama

kepada kreditor, debitor dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan sistem

tersebut, khususnya yang menggunakan jaminan sesuatu hak atas tanah.Untuk

menjamin kepastian hukum dan keseimbangan dalam perlindungan hukum

dimaksud, maka pada tanggal 9 April 1996 telah ditetapkan Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda

yang berkaitan dengan tanah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut untuk memenuhi ketentuan

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang dinyatakan dalam Pasal 57, bahwa :

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan

Hak Guna Bangunan tersebut pada pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-

undang.

Iswardono (1997 : 157) berpendapat bahwa:

Sebagai satukesatuan dari kebijaksanaan ekonomi makro, kebijaksanaan
moneter di Indonesia mempunyai peranan penting di dalam pembangunan
nasional. Kebijaksanaan moneter bersama-sama dengan kebijakasanaan
makro lainnya seperti kebijaksanaan fiskal dan neraca pembayaran,
diarahkan mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pemerataan



Lebih lanjut dikatakan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, tidak

hanya mengatur jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian,

tetapi juga mempengaruhi alokasinya sedemikian rupa sehingga dapat mendorong

kegiatan produksi dan investasi, terutama pada sektor-sektor yang mempunyai

dampak ganda besar, banyak menggunakan tenaga kerja, dan mendorong usaha-

usaha golonganekonomi lemah.

Di dalam proses pencapaian sasaran kebijakasanaan moneter sering

berhadapan dengan gejolak perkembangan perekonomian yang menghambat

sasaran yang ditetapkan. Indikator perkembangan moneter dalam mencapai

sasaran yang telah ditetapkan adalah suku bunga. Kebijaksanaan moneter yang

menggunakan suku bunga akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk

mendorong kegiatan investasi.

Dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

pembangunan, kebijaksanaan moneter diarahkan untuk mendorong perbankan

meningkatkan pengerahan dana masyarakat. Untuk itu maka suku bunga

diupayakan agar tetap dapat mendorong kegiatan investasi dan produksi, tidak

mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung, dan tidak mengakibatkan

pengaliran modal ke luar negeri. Peningkatan pengerahan dana tersebut

memungkinkan perbankan meningkatkan pemberian kredit guna mendorong

kegiatan ekonomi yang berorientasi pada ekspor, kegiatan ekonomi yang banyak

menyerap tenaga kerja, mendorong perkembanag koperasi, membantu



Sebagai contoh dari data Bank Indonesia pada bulan Februari 1992 pangsa

kredit pada sektor property sebesar 11 %dari seluruh kredit perbankan dan itu

meningkat menjadi sebesar 17,2 %pada bulan Febnruari 1996. Sedangkan di

sektor perdagangan 21,2 %, perindustrian 29,3 %, dan sektor-sektor lainnya

sebesar 32 %. Di tengah meningkatnya pertumbuhan kredit di sektor property ini

yaitu pada bulan September 1995 sebesar 41 trilyun rupiah atau 17 %, ternyata

jumlah kredit yang macet sebesar 3,7 trilyun rupiah (Kompas dalam Buletin Sandi

: 1996).

Seiring dengan perkembangan situasi negara Republik Indonesia akhir-akhir

ini, bahwa perekonomian Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini telah diterpa

badai krisis moneter. Titik lemah perekonomian Indonesia terietak pada

keterlambatan dalam pembenahan tiga mata rantai penting di dalam lingkaran

peraiasalahan (vicious circle) yang membelenggu perekonomian Indonesia selama

krisis (InfoBank,Januari 1999).

Ketiga mata rantai tersebut adalah kondisi moneter yang tidak stabil, kondisi

perbankan yang lemah dan dunia usaha yang dibebani masalah utang.

Pembenahan mata rantai tersebut diantaranya melalui kestabilan nilai rupiah,

menjadi fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia yaitu dengan tujuan

untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang diukur dengan

kestabilan harga (inflasi) dannilai tukar rupiah.

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa lingkaran permasalahan yang



peraiasalahan sosial yang meningkat dengan diikuti kondisi kepercayaan

masyarakat menurun. Hal ini akan berdampak pada nilai tukar rupiah melemah

yang berdampak pada tingkat inflasi meningkat tajam dan juga suku bunga ikut

meningkat, akibatnya maka dunia usaha akan mengalami kemunduran karena tidak

dapat melakukan perjanjian kredit dengan keadaan tersebut.

Dengan keadaan yang demikian hal ini tentu akan berpengaruh terhadap

kebijaksanaan moneter yang akan diambil oleh pemerintah. Sebagai contoh pada

tahun 1997 pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan uang ketat untuk

memperkuat nilai rupiah yang terus merosot. Selain itujuga pada akhir tahun 1998

pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan bunga tinggi yang diterapkan Bank

Indonesia, (Info Bank, Januari 1999). Semua kebijakan tersebut dilakukan semata-

mata untuk menstabilkan gejolak perekonomian Indonesia.

Dengan keadaan demikian dapat ditarik suatu hubungan antara kegiatan

pembangunan perekonomian secara berkelanjutan yang selalu membutuhkan

penyediaan dana melalui jasa perkreditan dengan jaminan dan perlindungan

hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disisi lain bahwapemberian kredit

oleh kreditor (pihak perbankan) kepada debitor (pengguna dana) akan selalu

mengikuti indikator-indikator perekonomian yang terjadi diantaranya tingkat

suku bunga, nilai tukar rupiah dan laju inflasi yang berlaku saat itu.

Penulis menyadari bahwa telah banyak penelitian mengenai hak tanggungan

dari berbagai sudut pandang untuk berbagai kepentingan, namundemikian penulis



bunga kredit bank, nilai tukar rupiah dan laju inflasi terhadap jumlah penerbitan

sertifikat hak tanggungan diKantor Pertanahan Kota Palembang.

Ibu Kota provinsi Sumatera Selatan yaitu Palembang telah mengalami

perkembangan yang cukup pesat, telah dilaksanakan kegiatan pembangunan

diberbagai sektor antara lain sektor property, perdagangan, perindustrian dan jasa

yang telah dibantu penyediaan dananya melalui jasa kredit bank pemerintah dan

swasta. Dengan meningkatnya pelayanan jasa kredit perbankan ini akan

berpengaruh terhadap jumlah penerbitan sertifikat hak tanggungan di Kantor

Pertanahan Kota Palembang dengan tujuan untuk mendapat jaminan dan

perlindungan hukum.

Oleh karena hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK,

NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR

PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA

SELATAN.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas bahwa kegiatan pembangunan

perekonomian akan terus dilaksanakan dengan membutuhkan penyediaan dana

yang diantaranya dari jasa kredit perbankan dengan memperhatikan indikator-



inflasi yang berlaku saat itu. Sementara itu untuk memberikan perlindungan dan

jaminan hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan maka kegiatan

perkreditan yang menggunakan agunan hak atas tanah haras dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 4

Tahun 1996) yaitudengan diterbitkannya sertipikat hak tanggungan.

Dengan berlatar belakang adanya keterkaitan antara tingkat suku bunga

yang dipengaruhi besarnya nilai tukar rupiah dan besarnya laju inflasi, dikatakan

bahwa suku bunga meningkat semata-mata untuk menekan atau mempengaruhi

nilai tukar rupiah yang terus meningkat dan mengurangi jumlah uang yang beredar

(inflasi). Sehingga dapat dapat ditarik hubungan antara besarnya nilai tukar rupiah

dan laju inflasi serta suku bunga kredit terhadap besarnya perjanjian kredit yang

menggunakan jaminan hakatas tanahdengan dibebani haktanggungaa

Oleh karena itu agar bisa dipahami suatu keterkaitan atau hubungan yang

terjadi antara fluktuasi tingkat suku bunga kredit bank, fluktuasi nilai tukar rupiah

dan tingkat laju inflasi dengan jumlah sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan

saat itu, maka dapat dirumuskan peraiasalahan sebagai berikut : "Bagaimana

pengaruh fluktuasi suku bunga kredit bank, nilai tukar rupiah dan laju inflasi

terhadap jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota

Palembang ?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah penerbitan sertipikat hak

tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang mulai tahun 1997

sampai dengantahun 1999.

b. Untuk mengetahui pengaruh fluktuasi tingkat suku bunga kredit bank, nilai

tukar rupiah, dan laju inflasi terhadap jumlah penerbitan Sertipikat Hak

Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang mulai tahun 1997

sampai dengan tahun 1999.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal

sebagai berikut:

a. Bahan informasi bagi Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional dan

pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerbitan Sertipikat Hak

Tanggungan.

b. Menambah khasanah pustaka di bidang pertanahan khususnya yang berkaitan

dengan pelaksanaan penerbitan sertipikat Hak Tanggungan.

c. Bahan masukan bagi peneliti selanjutoya yang berhubungan dengan penelitian

ini.



BABVH

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada

bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di

Kota Palembang telah banyak dibantu pembiayaannya melalui jasa kredit

perbankan. Untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan hukum

kepada semua pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan menjaminkan

hak atas tanah wajib dibebankan dengan Hak Tanggungan sesuai dengan

peraturan yang berlaku (UU Nomor 4Tahun 1996).

2. Kantor Pertanahan Kota Palembang selama kurun wakto tahun 1997, 1998 dan

1999 menerbitkan sertpikat hak tanggungan sebanyak 2268, 691, dan 480 buah

sertipikat hak tanggungan. Hal tersebut menunjukan telah terjadi penurunan

jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan, pada tahun 1998 sebesar 69,53 %

dan tahun 1999 sebesar 78,84 %.

3. Penuranan jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan diduga disebabkan

oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penerbitan sertipikat hak

tanggungan antara lain fluktuasi suku bunga kredit bank, nilai tokar rapiah dan

laju inflasi. Oleh karena ito dalam penelitian ini penulis mencoba untuk

1- •_ r_i^ f„i^«^ ,,„r,rr rviamn^nrmmhi iiimlah nenerhitan sertioikat
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4. Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerbitan sertipikat

hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan teknik analisis

regresi berganda yang pengolahannya dilakukan dengan komputer program

SPSS antara lain menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempunyai

pengaruh yang nyata terhadap jumlah penerbitan sertpikat hak tanggungan

meliputi:

1. Fluktuasi Suku Bunga Kredit Bank (XI)

2. Fluktoasi Nilai TukarRupiah (X2)

Selain faktor-faktor yang berperan nyata terhadap jumlah penerbitan

sertipikat hak tanggungan, terdapat sato faktor yang tidak berpengaruh secara

nyata, yaitu Laju Inflasi (X3)

5. Secara keseluruhan sumbangan kedua faktor yang mempengaruhi jumlah

penerbitan sertipikat hak tanggungan sebesar 64 %sedangkan sisanya 36 %

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

2. S a r a n

1. Dua faktor yang mempengaruhi jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan

dalam penelitian yaitu ternyata memberikan sumbangan sebesar 74 %terhadap

jumlah penerbitan sertipikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota

Palembang, sedangkan 26 %sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

diteliti. Oleh Karena itu masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
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2. Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang agar didalam membuat

suatu rencana kegiatan khususnya yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat

hak tanggungan yang berkaitan dengan target kegiatan agar dapat disesuaikan

dengan perkembangan suku bunga kredit dan nilai tukar rapiah yang berlaku.
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